



Di era reformasi saat ini di segala bidang, termasuk dalam bidang
pemerintahan mendorong pemerintah untuk mempunyai kinerja yang lebih
efektif dan efisien dari tahun-tahun sebelumnya. Tuntutan masyarakat yang
tinggi terhadap terwujudnya pemerataan pembangunan memaksa pemerintah
merubah tatanan lembaga publik di Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu,
pemerintah mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian berubah
menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.
25 Tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi UU No. 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi
lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan
kemandirian daerah. Berbicara tentang APBD kabupaten/kota yang
digunakan untuk kelangsungan pemerintah kabupaten/kota secara
keseluruhan, termasuk didalamnya kecamatan serta desa/kelurahan.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tentunya tak terlepas dari
faktor keuangan untuk kelangsungan operasional pemerintahan desa. Dalam
hal pendanaan desa sebagai dana operasional pemerintahan desa hal ini
disebabkan kepada APBD kabupaten/kota serta dana desa itu sendiri yang
terdidri dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Dan dana yang
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2dialokasikan oleh kabupaten/kota untuk desa yang disebut dengan Alokasi
Dana Desa (ADD).
Dalam pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan ekonomi desa yang
bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDesa) serta sumber-sumber pendapatan desa yang bersumber
penyerahan urusan kewenangan kabupaten kepada pemerintah desa tentu
perlu adanya undang-undang yang berfungsi sebagai regulasi, undang-undang
yang dimaksud adalah Undang–Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
72 Tahun 2005. Mencermati kembali undang-undang No.32 Tahun 2004,
tentang pemerintahan daerah, khususnya pada bagian kelima atau tepatnya
pada pasal 212 yang menjelaskan tentang keuangan desa. Demikian pula
dengan pasal 213 yang menjelaskan tentang kelembagaan ekonomi desa yang
disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Dua pasal ini tampak
berpasangan, pasal 212 menegaskan tentang input “modal” pembangunan
sosial dan ekonomi desa, sedangkan pasal berikutnya menegaskan tentang
institusi ekonomi desa yang dapat digunakan untuk “sarana” peningkatan
ekonomi desa.
Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 212 ayat 1, bahwa “ keuangan
desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang,
serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan
milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban“. Pasal 212
ayat 2 menjelaskan tentang hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh akibat
3interprestasi undang-undang pasal 212 ayat 1 diatas adalah pendapatan,
belanja dan pengelolaan keuangan desa. Ini menjelaskan pada kita, bahwa
institusi ini mengarahkan kepada “penerimaan manfaat” bagaimana
“memandirikan” desa, minimal secara ekonomi.
Sementara itu, undang-undang No.32 pasal 212 ayat 3 menyatakan
bahwa sumber pendapatan desa tersebut, terdiri atas:
a) Pendapatan asli desa.
b) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
c) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang
diterima oleh kabupaten/kota.
d) Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota.
e) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa
tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau
pemerintah daerah, kecuali dilakukan perjanjian kerjasama atau bagi hasil
yang saling menguntungkan. Sumber pendapatan desa tersebut disalurkan dan
dibukukan melalui buku kas desa dan wajib untuk dituangkan dalam
APBDesa.
Dalam hal ini Desa Petalabumi Kecamatan Seberida Kabupaten
Indragiri Hulu yang merupakan bagian dari pemerintahan daerah mempunyai
hak otonomi sendiri yaitu otonomi desa. Dengan adanya hak otonomi tersebut
Desa Petalabumi harus mempunyai sumber keuangan sendiri dan
4mengalokasikan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat. Dibawah ini
dilampirkan rincian anggaran pendapatan Desa Petalabumi Kecamatan
Seberida Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2010 - 2012.






Rp. 598.486.000 Rp. 743.976.000 Rp.743.214.000






Rp. 13.300.000 Rp. 311.200.000 Rp.840.600.000
JUMLAH Rp.941.786.000 Rp.1.098.788.500 Rp.1.718.814.000
Sumber: APBDesa Desa Petalabumi Tahun 2011 dan 2012
Berdasarkan tabel 1.1.dapat digambarkan bahwa anggaran pendapatan
Desa Petalabumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010
sebesar Rp. 941.786.000. Dengan uraian Pendapatan Asli Desa sebesar Rp.
596.381.000. Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebesar
Rp. 30.000.000. Bantuan Keuangan Pemerintah, Propinsi, Kabupaten/Kota
dan Lain-lain sebesar Rp. 313.300.000. Sedangkan untuk anggaran
pendapatan Desa Petalabumi Tahun 2011 sebesar Rp. 1.098.788.500. Dengan
uraian Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 670.930.500. Bagian dana
perimbangan keuangan pusat dan daerah sebesar Rp. 80.000.000. Bantuan
keuangan pemerintah, propinsi, kabupaten/kota dan lain-lain sebesar Rp.
311.200.000, dan Sedangkan untuk  anggaran pendapatan Desa Petalabumi
Tahun 2012 sebesar Rp. 1.718.814.000 . Dengan uraian Pendapatan Asli Desa
5sebesar Rp.627.940.000, Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan
daerah sebesar Rp. 135.000.000, Bantuan keuangan pemerintah, propinsi,
kabupaten/kota dan lain-lain sebesar Rp.840.600.000.
Di bawah ini juga dilampirkan rincian anggaran pengeluaran Desa
Petalabumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 -
2012.
Tabel 1.2 Rincian Pengeluaran Desa Petalabumi
N
o
Realisasi Rincian perhitungan2010 2011 2012
1.
Belanja langsung
 Honor tim/panitia Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 Rp.5.000.000
 Belanja perjalanan
dinas dan perawatan Rp. 28.600.000 Rp. 30.750.000 Rp.59.000.000





Rp. 239.680.000 Rp. 239.680.000 Rp.269.280.000
Bangunan masjid Rp. 68.940.000 Rp. 68.940.000 Rp.68.940.000
Kegiatan sosial lainya Rp. 49.260.000 Rp. 60.000.000 Rp.66.500.000
Belanja bantuan
keuangan Rp. 79.800.000 Rp. 115.000.000 Rp.136.050.000
Belanja tak terduga Rp. 6.600.000 Rp. 13.418.500 Rp.9.914.000
JUMLAH Rp. 868.738.000 Rp.1.098.788.500 Rp.1.219.164.000
Sumber: APBDesa Desa Petalabumi Tahun 2011 dan 2012
Berdasarkan tabel 1.2. dapat digambarkan bahwa anggaran pengeluaran
Desa Petalabumi Kecamatan Siberida Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010
sebesar Rp. 868.738.000 yang terdiri dari Belanja langsung sebesar Rp.
423.600.000 dan Belanja tidak langsung sebesar Rp. 444.280.000. Sedangkan
anggaran pengeluaran Tahun 2011 sebesar Rp. 1.098.788.500. untuk belanja
secara langsung sebesar Rp. 601.750.000, dan belanja tidak langsung sebesar
Rp. 497.038.500.dan anggaran pengeluaran untuk Tahun 2012 sebesar Rp.
61.219.164.000, untuk belanja secara langsung sebesar Rp. 668.480.000, dan
belanja tidak langsung sebesar Rp. 550.684.000.
Di dalam anggaran pendapatan dengan anggaran pengeluaran Desa
Petalabumi Kecamatan Siberida Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010, 2011
dan 2012 terlihat bahwa adanya pemborosan anggaran yang cukup
berlebihan. Seperti pada tahun 2011 anggaran pendapatan yang hanya sebesar
Rp. 1.098.788.500 mempunyai pengeluaran yang sangat tinggi yaitu
sebanding dengan pendapatannya sebesar Rp. 1.098.788.500. Hal ini tentu
sudah terlihat bahwa pengelolaan anggaran desa yang belum baik,
perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban
dan pengawasan keuangan desa. Hal tersebut tentu tidak sesuai lagi dengan
Permendagri No. 37 Tahun 2007 dalam pasal 2 yang menyebutkan bahwa
“keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.
Selain itu juga ada beberapa fenomena-fenomena lainnya yang
berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yang penulis lihat pada Desa
Petalabumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu diantaranya yaitu:
1. Masih kurang transparannya terhadap masyarakat, dimana dalam
perencanaan pengeluaran masih terdapat data keuangan yang tidak
jelas. Sehingga masyarakat tidak bisa memahami tentang rencana
pengeluaran Desa Petalabumi. Pemberian informasi ini masih tampak
kurang transparan terhadap masyarkat dimana masih belum
ditemukannya informasi tentang keuangan desa  di papan informasi
7desa maupun media lainnya. Dalam hal ini tentu akan bertentangan
dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 Pasal 5 ayat
2 point b, dimana setiap proses tahapan perencanaan pembangunan
dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat
desa.
2. Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan
pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat”. Namun
demikian Kenyataan dilapangan menunjukan bahwa informasi yang
seharusnya di sampaikan ke Pada masyarakat tentang penggunaan dari
dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui
Musyawarah Desa, Papan Pengumuman di Kantor Desa, dan Media lain
yang dapat mendukung dari Tranparansi penggunaan dana APBDesa
belum terlaksana seluruhnya. Hal ini menunjukan tidak terlaksananya
kenyataan dilapangan dengan ketentuan yang disebutkan dalam
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tersebut sebagaimana yang
diharapkan.
3. Kemudian dalam Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDesa) seharusnya diisi dengan kegiatan/
program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat, semisal kegiatan
pembangunan fisik. Akan tetapi kadangkala pelaksanaan dari kegiatan
pembangunan fisik tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan yang
8tercantum dalam APBDesa (Volume kurang, kualitas kurang dll),
bahkan ada yang sama sekali tidak/belum dilaksanakan.
4. Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam
APBDesa dan tidak ada keterlibatan aktif masyarakat mulai dari tahap
perencanaan (Musrenbangdes), pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan hingga pertangungjawabannya.
Gambaran diatas tentu sudah tidak sesuai lagi dengan Permendagri No.
37 Tahun 2007 dalam pasal 2 yang menyebutkan bahwa “keuangan desa
dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Padahal hal tersebut
merupakan langkah penting yang patut didukung guna terwujudnya
pengelolaan keuangan daerah yang memiliki peranan penting dalam
merepresentasikan semua aktivitas dan kebijakan politik dan ekonomi
pemerintahan daerah. Karena transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah merupakan salah satu bentuk efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
Untuk mendukungnya transparasi pengelolaan keuangan desa, maka
dibutuhkan transparansi pemerintah yang akan mendorong masyarakat untuk
berpartisipasi dalam pemerintahan yang dimana akan terjadi interaksi diantara
pemerintah di satu pihak dan masyarakat di satu pihak agar masyarakat dapat
tergerak, terdorong atau timbul inisiatif berpartisipasi jika adanya transparansi
dari pemerintah untuk bersama-sama memperbaiki setiap pengambilan
keputusan maupun pelaksanaan program.
9Dari fenomena-fenomena tersebut dapat di lihat bahwa masih
kurangnya transparansi keuangan di Desa Petalabumi. Berdasarkan
penomena-penomena diatas, maka penulis tertarik membahas dan
menganalisis dengan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul
“ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PETALABUMI
KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU”
I.2 Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang penulis kemukakan adalah :
a. Bagaimanakah pengelolaan keuangan desa pada Desa Petalabumi
Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu ?
b. Bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan desa pada Desa
Petalabumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu ?
I.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
a. Untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa pada Desa
Petalabumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.
b. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan keuangan desapada
Desa Petalabumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.
10
1.3.2 Manfaat Penelitian
a. Dari Segi Akademis
Untuk memberikan input atau masukan dalam rangka
pengembangan ilmu-ilmu sosial khususnya Ilmu Administrasi
Negara.
b. Dari Segi Praktis
- Memberikan masukan kepada Kepala Desa Petalabumi
Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.
- Hasil penelitian ini diharapkan sebagai dasar bagi peneliti-
peneliti selanjutnya yang sejenis.
- Sebagai proses pembelajaran bagi penulis untuk mengetahui




Dalam penulisan penelitian ini penulis menuangkan kedalam  enem bab
dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini sebagai pendahuluanya dimana penulis
menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah,
Tujuan dan Mamfaat dari penelitian, dan Sistematika
Penulisan.
BAB II : TELAAH PUSTAKA
Pada bab ini dibahas mengenai teori-teori atau konsep
yang sesuai dan melandasi penelitian sehingga dapat
mendukung penelitian yang akan dilakukan.
BAB III : METODE PENELITIAN
Bab ini tentang lokasi penelitian jenis dan sumber data,
metode pengumpulan data dan analisis data yang telah
dikumpulkan.
BAB IV : GAMBARAN UMUN LOKSI PENELITIAN
Merupakan Bab yang berisikan gambaran umum lokasi
Penelitian.
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BAB  V : HASIL PENELITIAN
Merupakan Bab hasil penelitian  dan pembahasan
masalah yang ditemukan dalam penelitian.
BAB VI :  PENUTUP
Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil
penelitian dan saran-saran yang bermamfaat bagi Desa.
